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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian tentang kewenangan Bhayangkara 

Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam 

pemilihan Kepala Daerah maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa 

Gumantar yaitu menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk 

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat 

meresahkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak 2020. 

Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

menjelang, saat  dan setelah pelaksanaan pilkada dilakukan dengan cara 

persuasif yakni melakukan sambang/kunjungan warga ke kantor desa,

RT/RW di setiap dusun desa Gumantar. Selain itu, sosialisasi maklumat 

dan peraturan perundang-undangan dengan memasang baliho, menempel 

maklumat Kapolri di tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum lainnya.

Adapun dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam 

pelaksanaan pilkada, Bhabinkamtibmas menggunakan metode SARE 

(Scanning, Analisa, Respon, Evaluasi). Kewenangan Bhabinkamtibmas 

bila ditinjau dari teori Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak 

berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, 

struktur hukum dan budaya hukum. 
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2) Bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah 

diwujudkan dalam sinergitas tiga pilar. Sinergitas tiga pilar tersebut 

terdiri Bhabinkamtibmas, Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Kepala 

Desa dalam mengevaluasi dan mengantisipasi kesiapsiagaan dalam 

rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di desa Gumantar 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Adapun bentuk 

sinergitas tiga pilar terbagi menjadi tiga tahapan yaitu; tahap sebelum 

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, tahap saat pelaksanaan pemilihan 

Kepala Daerah dan tahap monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan 

pemilihan Kepala Daerah. 
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B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain 

sebagai berikut:

1. Bhabinkamtibmas Desa Gumantar harus memiliki strategi komunikasi 

yang efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada 

masyarakat dengan tujuan membantu warga masyarakat agar patuh 

terhadap hukum atau memecahkan masalah mereka sendiri. Strategi 

komunikasi juga diperlukan agar warga masyarakat tidak takut untuk 

menyampaikan segala permasalahan atau keluhan yang dihadapi.

Bhabinkamtibams juga harus mendorong warga masyarakat untuk terlibat 

dalam pemecahan masalah mereka sendiri. Keaktifan masyarakat sangat 

diperlukan dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Keterbukaan 

masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu 

Bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di desa. 

Warga masyarakat tidak perlu terlalu takut, malu ataupun segan yang 

berlebihan pada Bhabinkamtibmas jika ingin memberi informasi atau 

laporan terkait permasalahan ataupun keluhan karena Bhabinkamtibmas 

juga sangat membutuhkan informasi dari masyarakat.

2. Koordinasi yang efektif untuk meningkatkan sinergitas tiga pilar antara 

Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa harus ditingkatkan.  Hal ini 

bisa dilakukan dengan cara komunikasi yang intensif membahas 

kamtibmas guna menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif agar 

terwujud kemitraan Polri bersama tiga pilar.Tiga pilar diharapkan aktif 

menemukan, mengidentifikasi, menganalisa dan mencari jalan keluar 

segala bentuk permasalahan gangguan keamanan, ketertiban dan  masalah 

sosial lainnya.
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